: _f—jbanyak baik )lwa dan harta
: benda Banyak pu]a yang tidak
. ':menduga bahwa konﬂlk it akhir-
. nya, bisa bs:r.tahan hampu 4
“TTahun, Setldaknya keheranan itu
'mewakﬂl sebagmn besat imasya-
: xakat duma tea:hadap sebuahem;,s
‘yang: selama berabad lalu dikenal

- yang hidup penuh damai dan

desa dan antar kampung, bahkan
antax komunpitas umat beragama.

.. Banyak pula yang analisis
yang kemudian muncul untuk
menjelaskan penyebab dan akar
konflik menyertai eskalasi ke-
kerasan yang terjadi dar tahap
ke tahap. Namun demikian
sampai dengan hai ini, belum
ada satupun dan bahkan mungkin
tidak akan pernsh ditemui satu
tesis pun yang komprehensif
dalam menjelaskan fenomena

”K’p FASCA KONPLEK SGSEAL

:"'.Membangun Pe:damalan Betkelan]utan
Oleh ]usuf Madubun '

- -_Banyak ,orang txdak mengira, -
S, wa ‘Ambon - khusunya dan-
. umumﬁya bisa dilanda -

* konflik dan kerusuhan komunal .
Z*yang' memakan - korban begitu -

'sebagzu orang basudaa:a (gandong)

‘tolong. meﬁolong (pela) antara.

| konﬂik Maluks, Hal ini memang
wa]ar karena penyebab dan_akar S

konﬂ1k Maluku sulit dicati dalam

~sata- Wilayah tertentu. Hampu:

-' pasti bahwa faktor dan penyeb'
' konflik Maluku suht begita runit
dan kompleks yang melintasi batas .
budaya politik, pemerintahan
agama, geografis, maupun ideologis.
Konflik Maluku begltu umnik, seé
'hmgga kita tidk dapat men;elaskan'_‘ ¥ 9
secara memuaskan bila hanya dika].l. o

dari satu aspek saja dari sek;.an_ :

‘ banyak aspek tersebut, Kita 1ba:at:

sedang mencari seekot men;angan; o

yang tedepas ditengah hutan be

tara. Di samping hutannya sangat:' -
Iuas dan lebat, menjangannyz ]uga_"'

selalu be;pmdahw_pmdah dan satu
titkk satu ke tittk yang lain.. Isu

~ saling berganti, dimulai dari isu eko-
nomi, ke isu etnis (pendatang BBM)

berikut ke isu agama, kemudian dari
agama ke isu politik dan pemerin-

tahan (bitokrasi) dan selanjutnya de
masalah ideologis dan separatisme

(FKM/RMS) dan seterusnya.

Bertolak dari realitas sepert itu-
Iah, penulis ingin mengatakan ke-
pada pembaca, bahwa tulisan inipun

! Ketuz Program Studi-lmu Pemerintahan FISIP Universitas Patimura, Ambon.




S 'udakakan dapatmenjelaskmkonﬁ]k_ -
o ”Maluku secara memuaska.n Tuhsan
. ini lebih tertuju kepada upaya

' menelaah variable sosial budaya "

:mtitum pemermtah dan model
._Pembangunan :

bag1

k fhk_ch nusa cengklh pala':* -

B "Epada efa otomtm daerah zm

'I'ERDISTGRSI

Salah satu dati sek1an banyak__

“ factor yang furut mendorong ter-
]admya konflik kekerasan di
Maﬁuku

-:budaya local yang dimiliki sejak
" beratus* tahun lalu. Sistem nilai
'_budaya yang merupakan kekeayaan
‘orang ‘Maluku, terdistorsi akibat

‘kesalahan kolektif, baik yang "

dilakukan oleh mtfernal masyarakat
Maluku, tmaupun intervensi nilai
'Iu'ar terutama pemberlakuan UU
No. 5 Tahun 1979 yang menganut
pola keseragaman dalam per-
satuan. Melalui pemberlakuan UU
ini, komunitas local kehilangan
jati dui dan kekayaan budaya ya.ng
dimilikinya .mulai memudar.

_ “upaya "
-~ m mba gun kembah perdamman"' .

‘adalah ‘tercabutnya
masyarakat dari nilai dan tatanan

msnm31—mst1tu51 adat texéhstorﬂ '

:da.n mengalam:. pelemahan peran,

tokoh adat kehilangan kewiba-

- waan, masyarakat kehil__":' gan

: _i-lnlangan }atx dizi dan 1dent1t$s
L ~ kolektifnya. X
: MEMBANGUN KEMBALI S

','KAPASITAS LOKAL YANG -

Dalam kondisi dimana luntm:— ‘
nya nilai-nilai lama (tradisional)
padahal nilai-nilai baru (demo-

- krasi) disertai pranata—pranata yang

mewadainya belum membulm
maka masyarakat menjadi la_b_ll_ :da,n
mudah terombang ambing, bahkan
kemudian mudah terpengaruh dasi
hasutan para provokator. Hal yang
menonjol dari konflik ys.ng"teijaéi
di berbagai daerah di tanah: air

‘adalah akibat masyrakat telah

kehilangan dua hal, yaitu: pertama,
ingatan kolektif yang damai dan
ikatan mitologis yang memperkecil
kemungkinan konflik, dan kedua,
systemn ‘kepemimpinan local yang
berwibawa.?

Pemberangusan keanfan 1ocal
(local wisdom) sebagai gejala pem-
busukan budaya (eultural decay) yang

? Taufik Abdullah, Harta I okal yang Terabatkan, Makalah yang disampaikan pada Dialog
Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal Demi Rehabilitasi dan Pe-
ngembangan Masyarakat Maluke Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh
The Go-EAST Institute, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001, hal. 7,




' beﬂangsung éeéa.ra strukiural me--

- “lalui intervensi UU Nega.ra seperti
yang. ter}ach dengan UU No. 5

' -Tahun 1979 ~adalah . sebuah ke-

- Jaha_ta_r;_glﬁga__ra_.(ﬂ.at? erime) tethadap
hak-hak komunal local yang men-
 jadi kekayaan social dan secial capital
- dalam - pembangunan sebuah
s baﬂgsa yang L beradab. Sebab me-

maﬁkan kea:afan locaL sama hal-

- nya dengan membunuh bibit-bibit
civil society yang dimiliki oleh sebuah

N komunitas local.. Dan itu bex:am :

sebuah gexakan terstruktur yang

dzmaksudkan untuk mematikan

demoktasi dalam kehidupan kormu-
nal sebagai bagian dari kehidupan
berbangsa. dan entitas keber-
negaraam. - .. '

‘Sementara itu akibat pertum-

‘buhan dan arus migrasi dari Juar -

daerah seperti Buton, Bugis,
Makassat, Jawa, dll,- sering disebut
_dengan orang dagang - telah mem-
bawa perubahan pola hubungan
social dengan penduduk asli (anak
negeri). Bila. sebelumnya pola
hubungan itu berwujud ikatan pe/a-
gandong antara desa (megeri salam
dan sarapi), yang didasari atas rasa
kewajiban social, moral dan ritual,
dengan munculnya orang dagang,
pola hubungan yang tercipta antara
anak negeri dan orang dagang menjadi

hubungan iransaks yang didasari

oleh “kepentingan-kepentingan® "

Seiring dengan berkembangnya =
masyarakat modern dengan katak~ :
tetistik budaya kota yang dinamis,
yang hampir selalu .-memenﬁngkég -
individualistis dan materialis (eko-
nomis) yang bersifat demonstration- -
gﬁ%ﬂ ch -dalam *masyarakat yang'_

'multl etnis, bahasa, agama dan;-'

budaya, menyebabkan pertarungan
di antara masyarakat-makin keras.
Kondisi ini ditemukan hampir. di
seluruh segmen masyarakat per-
kotaan mmaupun pinggiran, dan
tersebar di-berbagai aspek. ke~
hidupan, baik ekonomi, - social
maupun politik dan birokrasi peme-
rintahan, Kompetisi (competition)
sebagai mainstream untuk memper-
tahankan keangkuhan kelas dan
kalkulasi pengaruh (bahkan se-
kadar untuk mempertahankan
hidup) di dalam seluruh segi ke-
hidupan masyarakat sehari-hari
telah menyebabkan erosi nilai d_an
budaya kekeluargaan semisal
pelagandong di Pulau Ambon dan
Maluku Tengah atau filsafat manst
ain wmehe Lilur-wunt ain mebe ngifan
(ain ni ain) di Kepulavan Kei
Maluku Tenggara, yang selama ini
dijunjung tinggi sebagai simbol pez-
satuan dan kekeluargaan komunal-

3 Uraian lebih lanjut, lihat Suadi Marasabessy, (ed), Maluky Barw: Saty Wajnd Ideal
Masyarakat Malakn Pasca Konflik, Kelompok Kerja Masalah Maluks, 2002, bal 48-54.




S -nya .':Padabal sebenarnya mlai dan"_
'-é'ttad_ismnal sepern inilah
- yang' selama?'s_m mampu meng:kat "

L '-mﬂ' a_ral_{at Maiuku dalam satu ke-
‘sat nbudaya seba’ﬂ secara antro-

R 'pologis—sosmlogm pola hubungan
- masyarakat Maluku ‘seperti-di-
--.sebutkan_ di atas, sudah ‘menyim-

pan potensi konflik berdasarkan

. 3‘3sent|men. kelompok mzmé rzegen

:'_.faram, aﬂa/é ﬂegm mlam dan’ amrzg
dagang Bahkau pola pﬁmuhman
yang. terbentuk melalui proses se-
ja.rah kebudayaa.n di Malul umum-

nya menganut pola'segregasi sesuai.

pola.nsa51 agama (kampung. salam
dan kampung s#rani). Kondisi ini

merupakan  sisi’ sensitive - yang
dapat dimanfaatkan untuk melemah-
kan /daya tahan -dan daya tangkal
social (social* savety - valve) masya-

rakat oleh kelompok penggangeu

(mtmder) ahas provokator.

Hﬂangnya kapasltas sosial
bempa lemahnya secara stmktmal
basxs—basxs ttachsmna], memudaz-
nya nilai dan kearifan lokal (local
zwfdaw) membuat masyarakat ke-
hﬂangan tempat berpijak. Ruang
kosong inilah akhirnya menetes
meretas jalan yang mulus bagi ter-
manifestnya potensi konflik sosial

* Ibid, hal. 52,

- __meng1kat dan memaksa

-_men;adt konfhk kekerasan dl,

terlalu - menganda}kan pe el
sebaga.t wahana kompron:u ial

_ bag1 masyarakat Ambon-»Maluku'

mtegraslkaﬂ masyatakat’
plmal yang merupakan keher dak

'~ budaya warisan sekarang hatusbét—

hadapan dengan kondisi - masya—
rakat yang dinamis, berubah, ter-
buka, dan mobile. Apa yang te:;adl

_kemudmn adalah semacam: “pem Y

berontakan sosial” yang- dmamls
dan terbuka. Mereka tak- p_t_:xduh
dengan watisan-warisan tradisional
yang m enjadi kekuatan pemerasan
antara masyarakat warga Ambon-
Maluku.® :

‘Memotret sisi-sisi ‘sosial

-kehjdupan masyarakat Malukuy,

mestinya dapat membangkitan
kesadaran baru tentang pentingnya
peran dan fungsi sosial kemasya-

rakatan institusi tradisional dan

kewibawaan serta ketokohan pe-
mimpin adat. Membangun kembali
ketahanan masyarakat lokal, berart
membangun kembali kapasitas
tradisional, dan hal ini setidaknya

. % Laode Ida, Kerusuhan dan Resistensi Budaya Ambon-Maluku, dalam Imron
Hasan, (BEd), Memikirkan Kembali Malukn dan Malaks Utara, LEPHAS, Makasar, 2003,
hal 22 ' .




membauguil kembah kekuatan-
"kekuatan_ sttuktural ttadlsional

.' '_'1embagaalembaga adat d1 dalam

- ..:'masyaxakat adat melalm tokoh'
adat- dalam proses perencanaan'

kontrol daﬁ evaluam terhadap
pxogxam~pxogram pembangunan

"sebagm wujud Partmpam masya~"
rakat lokal dalam kehidupan

negara. Ketga, menciptakan ruang
bagl meretasnya relasi-relasi sosial
antar-komunitas dan antar-budaya
yang berbeda, yang selama ini ter-

= segmentasi dan conso/idated menuju

konﬁgu:am masyatakat yang infer-
sected.

- Dari aspek pertama; strategi
yang ditempuh, adalah melatai me-
kanisme perundang-undangan,
khususnya yang mengatur tentang
pemerintahan daerah dan desa.
Wujud konkretnya, di dalam revisi
Undang-Undang No. 22 Tzhun
1999 perlu diberi ruang yang lebih
kepada kedudukan dan peran
lembaga-lembaga adat di dalam
sistem pemerintahan desa. Pening-
katan kapasitas struktur-struktus
tradisional ini, kemudian perlu di-
tindaklanjutt di dalam ketentuan

_mekMSme dan slstem kehldupan_

na,  PERDA yang dihiasilkan oleh =
DPRD ‘setempat, Hal ‘itu_tentu

bergantung pada kuahtas dan’

kemauan (spmt) daxi Anggota_ o

DPRD. | £
" Das aspek kedua upaya pe~ o

_hbatan masyazakat adat dalam_'_ o

proses perencanaan pengawasa

~dan - evaluasi program—progxa :
'pembangunan, mestzchdorong me- .

lalui penciptaan ruang publik bag1_ .
masuknya elite adat dalam setlap .
tahapan proses texsebat oleh peme-
x:mtah daerah, tharapkan dengan'

upaya tersebut, kecungaan masyaJ A3

rakat adat terhadap pes:ubahan
yang dlbawa “oleh pxoses pem-

ba.ngunan yang seolah—-olah sebagzu_ |
bentuk alienasi serta pen]arahan.

Sumberdaya Alam (SDA) tethadap
masyarakat adat, dapat dihilang-

‘kan. Lebih jauh lagi, melalui upaya

tersebut juga rembawa pening-
katan kesejahteraan yang signifi-
kan bagi kehidupan masyarakat
lokal. Hal mi tenta berimplikasi
positif bagi upaya meminimalisasi
kesenjangan sosial ekonomi di
antara komunitas masyarakat lokal,
yang juga merupakan bagian dari
episode sumber-sumber konflik di
Maluku.

Dari aspek yang terakhir,
upaya menciptakan relasi-relasi
sosial, selain dapat dilakukan me-
lakui penyusunan kurikulum
Sekolah dan Perguruan Tinggi




T - nyans terkubur oleh_ _'_do_

o 'filuargaan '.harmom dan keramah— oA
tamahan) : maka_-_ dengan 'reahtas i

Dalam konsep ’I‘auﬁk Abdul—
-lah hegemom dan dominasi

1___1_1_gata_._n. kolektif yang -dibina

negara, membuat semuanya men- |

jadizartificial, dan ketika krisis ke-
kuaSé,an“terjadi; pluralitas .yang
telah' mewujudkan: ditnya dalam
berbagai ‘corak “keasingan”
(tmusuh), justru sampal saat ini
‘masih ‘menjadi sumber ‘konflik,
‘katena itu, meskipun terlambat,
mungkin saatnya kini kita harus
menggali kembali “ingatan kolek-
df” atau “tradisi loka” yang telah

¢ Taufik Abdullah, Op Ci hal. 6-7.

bahwa pefbedaan etnis atau Iokai
mexeka bisa survive tanpa kehadlran
yang 1am” ‘the Others, yang bisa

_berfungsl sebaga.l ‘inkubator e_r—
‘hadap potensi mtemai yang
kreatif.* Dengan upaya ini,” di-

maksudkan uantak menglkat
kembali tali Persaudaman se}arah
dan kebudayaan yang telah lama

_ terlup akan.

R Sekurang~kuxangnya melahn
ketiga aspek di atas, dapat mem-
bangkitkat kembali kepercayaan
masyatakat adat terhadap struktor-
struktur tradisional yang dimiliki-
nya, serta: kewibawaan tokoh adat
dapat ditumbuhkan kembali, se-
hingga peranan mereka di tengah-
tengah masyarakat adat. menjadi
lebih nyata. Dengan demikian
peran mereka juga dapat maksimal
dalam meredam potensi-potensi
konflik yang ada dalam masyarakat
lokal.




ne f;f‘ m:«, titus

E %;L!:_izja_d_i__'z ';ma’» 2§L8ﬂa?

'ma.f;s;ta di seiuj:w‘z arag negam '%331}; .

~ sipil maupun rraliter, Isu - demolk-
ratisasi, HAM, transparansi an
akuntabilitas publik mulai meng-

8 gonCang“‘ke_:stgbﬂan’-’;.birokm_si dan

menggoyang ‘kepercayaan diri
aparat dan institusi-institusi politik,

pemenntahan dm railiter termasuk -

POLRL

Pola Perilaku (patiern qf beba»'
vior) dan budaya birokrasi yang

dibangun di atas sebuah kekuatan
rezim otoriter, sesungguhnya telah
lama berada dan bhidup di atas
dasar atau fundamen yang amat
rapuh. Patologi birokrasi yang oleh
banyak orang disebut sebagai
“bertele-tele”, minta dilayani darn-
pada melayani, tertutup dan
arogan, dengan ciri utama ABS
(Asal Bapak Senang) adalah
bagian dari kerapihuhan imnstitusi

| _Mﬁmmﬁﬁ}iﬁﬁ’f PERA@E IS
. .H,, a’i“}”r -

ﬁi?mffl

‘negara, Doavi sisi pcﬁ‘ahsam blrokh:. o

rasi, mLL,ac,Li famm@w dammasz_ .-
i ok~ ﬁf:ﬂi;}?wak Smru: :

s i szsunggmm

lahir d_f;s:'
Yonflik di tanah ale-Di samping
itu rastifusi-imstitusi politik dap -

"E:tacmaimnﬁ &8 %@rbarrai_._

organisasi masyamkaian lamﬂya o
pun tidak betfungst. DPRD sebaga; o
Iembaga perwakilan rakyat berada -
pada posisi yang mandul, udak_l =
padat memper]uangkan aspirasi
dan kepentmgan masyatakat.i'
Mereka seringkali sibuk denga.u:__
urusan dan kepentingan mereka
sendiri, komunikasinya dengan
rakyat cenderung terputus, se-
hingga rakyat sudah terlalu lama :
mengangegap lembaga ini seperti
tidak pernah ada.

Sementara di sisi lain, tekanan

“dan intervensi kelompok pro

demokrasi, baik yang datang dari
lnar negeri apakah itu pemerintah
nasionalnya ataupun kalangan
NGOS, maupun kelompok-

* kelompok di dalam negeri sendiri

seperti kalangan kampus, maha-
siswa dan para intelektual semakin

7 Untuk Kasus Maluku, Gus Dur pernah melontarkan sinyalemen bahwa akar konflik
Malokn merupakan akibat langsung dard pealihan jabatan-jabatan strategis di Pemda
Maluku dari kalangan Kristen ke Islarn, Likat Abdul Syukur, Akar Masalah Konflik
Hosisontal, dalam Imron Hasan, Op Ci, bal 36,




imgg1 mtenss.tasnya Bahkaz} ada

pula kelompok masyaxakat yang
' mener)emahkan reformasi sebagai
kebebasan yang sebebas-b ebasnya
tanpa kgndah Kondisi ini seolah-

olah "‘memunculkan ketidak-

* berdayaan negara, dimana kantor-

© kantor pemerintah dan simbol-
. simbol negara tidak lagi dihatgai®
~ Rupanyz di tengah kebim-

' .bangan dan kebmgunaﬂ institusi-
msutusl negara terhadap tuntitan

_transfoxmas:. peran itulah, keper-
cayaan, (tm.faj masyatakat terhadap_ '
'pemermtah makm hﬂang, sedangQ'

kan di sat- sisi, dalam segmen
masyarakat bermunculan kaum
radikal ‘yang dapat mengambli
bentuk sebagm partai politik,
laskaxulaskar “dan’ kelompok-
'kelompok gms keras keagamaan,
bahkan munculnya isu terorisme.
Belum lagi akibat manajemen
Pemerintah Orde Baru yang me-
ngabaikan daerah-daerah, sehingga
SDA yang dikuras di daerah tidak
dapat memberi kesejahteraan masya-
rakat daerah yang berbuntut pada
isu separatisme di Aceh (GAM),
Papua (OPM) dan mungkin juga
Maluku (FKM/RMS) yang me-
nuntut pemisahan diri dari NKRI.

Ketika konflik Ambon terjadi,
banyak kantor pemerintahan yang

lumpub total. Para pegawm fer—'.i-

 pisah dalara komunitasnya : masmg—

masing, Pakaian dinas }rang di-
gunakan tidak dapat menjamin ke-
selamatan diri. Aparat penegzk
hukum dan keamanan seperti
POLRI juga tidak dapat berbuat
banyak. Masyarakat seolah-olah
hidup dalam hutan gimba, hukum '
nasional tidak berdaya, yang ada

- hanyalah hukum timba, stapa. kuat

dia menang (homo homtini -lupus).
Aparat Penegak Hukum pun ter-
segregasi dalam komunitasnya
masing-masing,-Gedung POLDA -
yang berada di lingkungan.pe-
mukiman mayoritas Kristen : se-

- oldh-olah menjadi Kantor: ‘Polisi

Kristen dan POLRES seolah-olah
menjadi Kaator Polisi Islam. Begitu
pula Asrama Militer pun berada di
lingkungan Mayoritas Kzristen
hanya dihumi olch tentara -.yang
beragama Kristen dan sebaliknya
asrama militer yang berada di
hinglkungan Islam hanya dihuni oleh
tentara yang beragaina Islam.
Banyak instansi sipil yang ke-
mudian membuat kantor alternatif
yang juga menampung pegawal
yang seagama di tempat dumana
mayoritas penduduknya seagama
dengan para pegawai itu, ataupun
mencari tempat netral yang bisa

¥ Pembzkaran dan pengrusakan Kantor DPRD/Gubernur, Pengadilan Kejaksaan bahkan
POLERS, di beberapa tempat di tanah air adalah bukd fenomena i




B _'Poh51 Knsten Mereka dﬂmrapkan

" _'pandang bulu. Namun demﬁnan

_ :banyak dari mereka kemudlan ter—

seret dalam ikatan emosional yang
" tercipta secara alamiah. Akibat
©eskalasi. konflik. Banyak oknum
i antara mereka mengalarm perang
psikologls (demorahsam) Kondist
psikologis int berdampak pada
realitas di mana ada di antata
cknum TNI/POLRI tidak dapat
bertindak objektif di lapangan.

‘Selain 1tu akibat kesalahan pe-
ngertian kedua komunitas yang
bertikai terhadap tindakan pen-
cegahan dan atad peleraian aparat
terhadap salah satu di antara ke-
. dua komunitas, juga sering terjadi
dalam konflik Ambon. Misalnya
ketika salah satu komunitas me-

nyerang komunitas yang lain, maka
ketika Aparat TNI/POLRI yang
‘mencoba unmk melerai (apakah

dengan ada atau tidaknyﬁ korban:

dari Apamt TNI/POLRI) yand.
: "_:ikada.ngka&ang disertai_ temba an
G Aparat Lqu menghalau Paxa_ ¢

di 'lapangan Waiaupun sebenamya_

o | W ,ttdak d_thampkan sama.sekali. K¢
. Tentara Islam maupun udak ada_ :

. © tentara Knsten begitu pula tidak
;"ada Pohs1 Islam dan ttdak ada' o

"salahan Persep31 yang demﬂuan-:::..'
' ]ustfcu teiah memmbulkan kesan' 3

S nyerang, selaiu changgap sebagm'_'_i:’" e
- keberpihakan aparat TNI/POLRL

. terhadap salah satu komumtas Im"i._:' .

L ;merupakan kenyataan yang ter}a" '

negatlf di kalangan komumtas-'

. komunitas yang bertikai. terhada-p': :

-f.'.;men;adl penegak yang adll tanpa Apaxat TNI/POLR], seh_mgga ke: -

percayaan masyarakat terhadap
kedua institust negara ini men]ad_t 'y
sangat lemah (distrusi).

-~ .Dalam: upaya pcnegak__s_i_n -
hukum pasca konflik pun, masih .
terdapat banyak kendala. Selain
kurangnya tenaga penyidik (se-
bagian akibat mengungsinya

~anggota POLRI ke luar daerah),

juga akibat masyarakat masih-
apriori terhadap hasil-hasil kerja
Polist selama ini. Masyarakat tetap
memandangnya dari sisi yang dia-
metral, jtka pelaku kejahatan ke-
betulan beragama lain dari petugas
Polist yang menanganinya, tetap
muncul persepst negatif, karena
mereka akan melihat secara hitam
putih dari segi agama yang dianut
masing-masing pihak, sehingga
anggapan terhadap kemungkinan

bias bahkan diskriminasi tetap ada.




K"

. -menyebabkan kepercayaan masya— _

‘lokal “terhadap institusi

n.egara"men;adl lemah. Negara |
- tidak “dapat membeﬁduﬂg secara,

“baik konflik dan gejala kekerasan

fisik yang tsr;ach dalam km:ang

- tungkan bagi negara yang heridak

~mengembangkan “sistem - politik
.demokratis. Bahkan kondisi ini me-
" nunjukkan reformasi yang ke-

- bablasan, atats dengan terminologl

lain dapat disebut sebagm e jabamn
sosial ierbadap ﬂegam

_ Ketakbe}:dayaan negara mest
dihilangkan, dan jalan menuju itu
adalah’ membangkitkan kembali
pemn struktur negara. Hal ini
membutuhkan konsolidasi yang
bersifat tﬁﬂtas, cepat dan tepat.
Penyakit IKKN yang selama 11
menghinggapi birckrasi pemerin-
tahan harus diberantas ke akar-
akatnya. Sistem rekrutmen dan pe-
ngembangan karler pegawai yang
berbau spoi/ system perlu digant
dengan merile syster. Sistem pe-
laporan dengan metode ABS perlu
diganti dengan laporan kinerja yang
akuntabel dan transparan, serta

ehuuhan reahtas d1 atas

~mekanisme perkoncoan dan nepo-

tisme dalam penentuan jabatan

" karier segera dipangkas.._-l?gi_;#ql

politik dari DPRD _texha_da_i%; ckse-
kutif di daerah perlu ditingk ti;zin
serta komunikasi -politik yang

intens antala vakyat (ovif - mcze{}/)

' Ieblh_:__S__t_ahLm_ __f’_er_ak_}m_ __(_f_:_:a,a_ refor- dengan wahﬂnya di DPRD @013-

masI)Halml té'xiﬁi'_ﬁdak_'méggun}' tical society), Sehmgga tes:wu}' c}uya

'tmnsparanﬁ dan akuntabxhtas d1

dalam penyelenggaraan pemenn~
tahan menuju terwu}udnya oo
goﬁeiﬂanfe Revitalisasi peran dan
berdayaan pemenntahan dan pohtk
menuju sistem yang demoktaﬁs
menjadi isu yang sangat pennng,
karena seperti kata Ignas Kleden,
bahwa ketidakpuasan sosial yang
semakin luas saat ini, dan "'pep
golakan daerah yang tﬂmpéknya
mudah saja diprovokasi, bukanlah
gejala yang terpisah dan berdin
senditi, melainkan mempunya:i
kaitan dengan situasi politik yan
glebih makro.” |

Di bida_ng penegakan hukum,
selain hukum harus ditegakkan
tanpa pandang bulu, maka pem-
benahan aturan dan materi hukom,
peningkatan kualitas dan profesi-
onalisme kelembagaan dan aparat

? Jgnas Kleden, Kebudayaan Lokal, Masyarakat Transisi dan Indonesia Bary, Makalah pada
Dialog Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal Demi Rehabilitasi dan Pe-
ngembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan oleh
The Go-EAST Institute, di Langgur, Maluku TEnggara, 14-17 maret 2001, hal 8.




_:_sefta pénciptaan budaya hukum.
-~ dalam masyarakat perlu dxlakukan_
o secara sxmultan dan be:csmexgis

If nngan» 10._ Sedangkan’ _bag1 "aparat'. |

TNI yang ‘akan bettugas mem—bac:,é
#p POLRI daiam pengamanan di
daerah-&aezah konflik, mesti di-

: Iakukaﬂ reotientasi peran ‘bagi para -

ps:ajtm.t di hpangan ‘karena pola
 pengamanan tentu akan berbeda
~ dengan nalun Pemng yang di-
gelutlnya

Bexbagal Iangkah di atas bﬂa
'dﬂakukan secara simultan dan
sinergis, serta sesegera mungkm
-~ diharapkan dapat membangkxtkan
~ kembali kepexcayaan masyatakat
te_rhadap para penyelenggara
negara yang saat ini melemah,
Dengan demikian tercipta suatu
ketertiban dan kedamaian yang
.lé.i:ggeng dalam keilidupan masya-
rakat paska konflik.

- INTERVENSI BAGI PERDA-
'MAIAN BERKELANJUTAN :.
: _Peﬂgembaﬁgan Berbas.ls Ke— k
-- -budayaaﬂ L

Banyak orang meyaklm, bahwa |

.pembangunan dapat mengurangi

bahkan menghﬂangkan potensi.

= k()ﬁﬂlk yang ada di dalam masya— -
'rakat Namuu sebahlmya mereka )
juga: percaya bahwa Pembanguuan

yang dllakukan tanpa mempet-
hitungkan . situasi dan ‘kondisi

masyatakat setempat di mana pem- -
bangunan it dilsksanakan, justra

akan memperparéh konflik yang
telah ada, bahkan memicu konflik

baru.

 Selain menghasilkan. pening-
katan produktivitas ekonomi dan
petluasan kemampuan penyediaan
barang dan jasa, proses pemba-
ngunan ekonomt itu juga melibat-
kan ‘proses ‘pemaksazn dan me-
nimbulkan perbedaan kesempatan
untuk ikut serta dalam proses pro-
duktif itu maupun dalam me-
nikmati hasilnya. Aztinya pem-
bangunan adalah proses yang
melibatkan penerapan tindak

10 Harksistuti Harkrisnowo, Hukawm Perandang-Undangan dan Keamsanan bagi Rehabilitasi dan

Pongembangan Masyrakat Malnky; Dalam Perspektif Sosial dan Hukum,

Makalah

disampaikan pada Dialog Masional tentang Pemberdayaan kebudayaan Lokal Demi
TRehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang
diselenggarakan oleh The Go-EAST INstitute, di Langur, Maluku Tenggara, 14-17

Maret 2601, hal 6. '




L kekerasan langsuno maupun" ke-'_'
kemsan sttuktuml“ S L

Pembangunan msxoxlai sepem.
_ yang dilakukan Indonesia," pada
' dasarnya’ memuat dua’ dlmensx

pokok, yaitu; “perfama, pemba-

- agunan berwujud upaya pembinaan

o kéléﬁiﬁégdaﬁ 'kakﬁasaaﬁ "négaté

L {state szldmg) Proses inididasarkan
o pada prinsip peﬂgembangan 1den—
| titas” dan kepentingan ‘nasional,
y&g-péda_'akbjrnya menimbulkan
kejengkelan identitas danke-
kecewaan di kelompok ernik dan
komunal ‘itu; terutama karena
mereka tidak bisa berpartisipasi
secara efektif dalam koalist pe-
nguasa. Dimensi: &edwa, berwujud
proses. aimmu_lasi kapital, _Iyang
mgnﬁoz_ong_ eksploitasi semua
sumber daya alam maupun tenaga
kerja manusia yang ‘tersedia dan
diserap ke dalam jaringan kegizatan
ckonomi nasional, internasional,
maupun global. Akibatnya mereka

ter-alienasi dari tanah, hutan dan -

berbagai sumber daya alam di
sekitar mereka; yaitu tempat

mereka menggantungkan hidup,

secata tnaterial mavpun budaya

Bagi mereka hutan it buk:a.n hanya
surnber mﬂiah tetapi puny a makna
xehgms S

Meﬂyadan konselmen -_pem—
bangunan yang dermklan _mak:a ch

pxogxam pembangunaﬁ melalm

‘model Conflict-related Dewlopment

Analysis (CDA) yang dn:anca.ng se-
bagai metode praktis untuk me-
mahami secara lebih baik hubungan
antara pembangunan dan konflik,
dengan maksud untuk menmgkat—
kan dampat pembaﬂgunan atas
konflik.” CDA merupakan me-
kanisme yang bukan saj:;___ ber-
manfaat untuk kegiﬁtﬁrf : é{;_a]isis
namun juga untuk mengéﬁlbé,ng—
kan strategi yang spesifik secara
konteks (ronteci-specific) yang ber-
basis kapasitas lokal.™ '_Model
pembangunan tersebut dlm;ukan

untuk menciptakan program

pembangunan yang sckurang-
kurangnya tidak memicu konflik
baru, bahkan lebih baik lagi bila

U Mohtar Mas'oed, dkk (Bd}, Keksrasan Kokktlf, Koundisi dan Pemicn, P3PE. UGM,
Yogyakarta, 2000, hat 13-14.

™2 Ibid, hal 14-15.

5 UNDP, Conflict-related Development Analysis (CDA): Anabisis Pembangunan ayng Berkaitan
dengan Konflk, Dokumen Kerja, BCPR, 2003, Bagian 3, hal .

Y Jbid, Bagian 2, hal 2.




Pendekatan apa puﬂ yang dl—

' glmakan dalam perancangan pem-

bangunan,’ harus bertolak dari pen-
dekatan pamslpauf (botz‘om up plan-

- r:mg) yang melibatkan mult stake-

holders (berbasis kapasitas - Iokal).
Bagi' Maluku, pendekatan yang
demikian: "méstinyé. juga melibat-
kan berbagm tokoh adat yang ada,
dan karena itu juga meﬂyesualkan
"dirinya dengan nilai dan pranata
adat serta tradisi yang ada di dalam
kehidupan masyarakat lokal.

Pembangunan dalam per-
spektif ini, mestinya tidak dimak-
sudkan untuk mengikis bahkan me-
rusak budaya dagp nilai tradisional
yang masih dipegang oleh masya-
rakat adat, dalam hal ini tentunya
nilai-nilat yang bersifat positif.
Nilai-nilai harmoni, kekeludrgaan
dan bentuk-bentuk penghormatan
terhadap simbol-simbol budaya
lokal mesti tidak tergusur dengan
proses pembanguaan pemerintah.
Termasuk dalam hal ini adalah
lahan garapan dan hutan milik

& '-fnasyé.fﬁkat adat,” yang ‘kita tahu
i bukan hanya m:erupakan sumber ¢
ekonomi bagl keh_ldupan mereka

tetapi lebih jauh mengandung nilai
spiritual yang. bersxfat _magis. dan-_
rehgms oot g
Bag1 masyarakat Maluku ke—‘::' :
pem;_h_k_an tethadap ‘tanah adat se-
lalu bersifat kolektif yang dikenal

dengan fanah dati. Kepemilikan =
tanah dati oleh masyarakat adat di-

Maluku ini, tentu membawa impli-
kasi yang cukup rumit ketika proses .
pembangunan hendak- d]lalmkan g

Dalarn konteks Maluku paska"
kerusuhan masalah yang me;
nyangkut dengan pemulangan dan’
perulihan kembali hak-hak pe—'_
ngungsi berupa tanah (tempat
rumah maupun lahan garapan),
rumah dan hak-hak property lain-
nya menjadi lebih rumit dan
kompleks. Kerumitan tersebut’
dapat berupa penolakan masya-
rakat adat terhadap pengembalian
pengungsi ke tempat asal, baik
dalam bentuk individu maupun
kolektif (satu desa). Kondisi ini
tentu mengaﬁdung potensi konflik
yang cukup besar, dan bila tidak
disiasati secara baik, sangat
mungkin dapat memicu konflik
baru. Oleh sebab itu, dalam’
kerangka penanganan masalah

pengungsi, pemerintah mesti me-
libatkan tokoh adat setempat.




.--:":':-':CATATAN mm :
s Dar1 konfhk Ambon dan"‘
"_.'_'Maluku klta sadan ‘bahwa ‘se-’

S :_benamya potentu konﬂzk sosialada”
“di mana-mana terutarna daiam Ke-:

. '-}udupan komunitas lokal“yang

- sedang - berubah, -baik yang: ber-

' ':-sxfat langsung maugun yang: ber-

sifat tidak. langsung (sttuktural)

' ."'_":Untuk kasﬁs ‘Ambon dan Maluku-
umumnya, pola segregasi pe-
' mu}mnan -(kampung Islam :dan
kampung Kristen), polarisasi pola

~hubungan .sesial: berdasatkan. -

'agama antar aﬂak.  megeri salam, anak

negert sarant maupun berdasaxkan_
kepentlngan ekonomi texhadap
amrzg dagang, tentu membuat
potensx konﬂlk yang ada malun'
tmggl '

Beiajaa: dari pengalaman masa
lalu, dimana potensi konflik ter-
sebut dapat diredam dan dikelola
melalui kearifan-kearifan: tradi-
sional; maka mestinya orang tidak
boleh lupa terhadap peran dan
fungsi nilar dan pranata-pranata
tradisional yang telah dibuktikan
keampuhannya itu. Nilai dan pra-
nata sosial (pelagandong, ain ni ain)
harus tetap  difungsikan .sébag_ai
katup-katup pengaman (savety valve)
dalam pengelclaan konflik, se-
hingga tidak muncul dalam bentuk

5 Harkristuti Harkrisnowo, Op Cit, hal 6.

g sa]mg bexmusuhan bahkan kenfiﬁk 3 |
: kekerasau dalam suatu. komumtas'

ini_selayaknya mengintegrasikan
kondisi dan budaya lokal, d:m 12

sosial. Bahkan lebih janh, dalam
upaya penyelesmn konf g
terjadi, sebaiknya mehbatkan
mekanisme . tradisional (ifmdzmna!_'
mrgﬂza‘ resolution mechanism). Upaya

keterlibatan para zrgﬁarmal / :
dalam ‘proses ini akan memben
makna yang. ‘menentukan !5

' Di sampmg i, da}am ke~
hidupan masyarakat yang sedang
berubah; “tentu kepentingan-ke-

‘pentingan ekonomi, politik ‘dan

sosial lainnya makin dinamis. Oleh
karenanya perlu dmlmbuhkcm~
bangkan sikap terbuka, adil dan
saling menghormati yang dilandasi
semangat . nasionalisme. Orang
mesti dilatih untuk berpikir tentang
“kekitaan”, dan membuang ;auh—

. jauh konsep berpikir “kekarnian”

yang menonjolkan ego etnosen-
trisme. Pemupukan pemikiran
seperti itu, selain dengan jalan me-
nemukan kembali “jaringan
ingatan kolektif” atau “tradisi
loka”, harus didukung pula dengan
“strategi akomodatif” birokrasi
pemerintahan, termasuk 1eg151at:1f

A(DPRD) terutama dalam peren-

canaan, pelaksanaan, kontrol dan
evaluasi pembangunan maupun
pemanfaatan hasil-hasilnya, se-




_'-:': __hmgga orang ﬂdak merasa ter—_.
P a[zemm dari. entttas I:ndup bemegaj:a '

» '_dan bexbangsanya sendiri.

Upaya penegakkan hukum g
S sebagal wujud upaya menciptakan
: 'harmom dan ketexuban soslal (m-__

_'._mz[ om’erj “harus. ber]alan secara
. baik. Materi hukum, kapa51tas ke- .-

'lembagaan: dan SDM penegak_

hukum maupun budaya hukum

""masyarakat ‘sudah saatnya di-
" dorong ke arah ‘penyempurnaan, o
dalam rangka penciptaan proses

hukum yang sederhana, cepat dan

murah. Dengan begxtu diharapkan

kepercayaan masyarakat terhadap .

hukum yang. telah. lama “hilang di .

Indonesia ter.cmta ml, dapat puhh :

' kembah
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